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Menimbang 

Men~ 

OUGAB RAllMAT TUlL\11 Yllc.> NAPA BSA 

BUPATI TUBAll, 

· a. bahwa dalam rangka peWc,,anaan Peraturan Mentm 

!{.,uangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 

Tranafer ke Daer-ah dan Dana Desa, maka Pl,raturan 
Bupati Toban Nomor 82 Tahun 2016 tentane; Tata Cam 

Pen>bllgian Dan l'enetapan Rincian Dana Desa Setiap °"8a. 

DI Kabupaten Toban Tahun Angg,u,m 2017, perlu untuk 
disesuaikan; 

b. blihwa berdasarkan pertimbangan eebagwmana dimakaud 

dalam huruf a guna lebih memperkuat tata cara men@l'Ilai 

pembagian, p,,:netap,,n, dan penggunaan Dane. °""" di 
oetiap Desa., maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Toban tentang Perubahan ataa Pera.turan Bupati Toban 

Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan 

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten 

Toban Tahun Anggaran 2017; 

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

Pembentukan Daemh-daerah Kabupaten 
Llngkungan Propinsi Djawa 'I'imur set-.pimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Non><>T 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republlk lhdnnesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lem.ha.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentans Desa 

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

I 



. '. 
3. Peratumn Pemerintah Nomot 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksane.an Undang-Undang Nomor 6 Tatum 

2014 tentang Desa, ~bagaimon& telah diubah dengon 

Peratunm Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 [Lembaran 

Negara Republlk Indonesia Tuhun 2015 Nomor 157, 

Tambahen Lembara.n NefjllI>l Republik Indonesia Nomor 
5717); 

4. Pera.tu.ran Pemerir:,tah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

DeM Yang Bersamber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, aehesaltnan" telah diubah t.erakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tuhun 2016 Norno,- 57, 

Tambahan Lembaren Negara Republik lndon~ Nomor 

5864); 

5. Peraturan l'n,siden Nomor 97 Tshun 2016 tentang Rlncian 

Anggaran Pendapa.tan dan Belartja Negara Tahun Anggaran 

2017; 

6. I'eraturan Menter! Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengalok:asian, Penyaluran, 

Penggunaan, Pemantau11n dan Evalllii$ Dana Desa; 

7. Pera.turan Menteri Da1run Negeri Nomor 113 Tuhun 2014 

tentang Pengeiole.an Keuangan 0e"8.; 

8. Peraturan Menter! De-, Pembangunan Da.erah Tertlnggal 

dan Transmigra&i Nomor 22 Tuhun 2016 tentang 

Penetapan Prioritrus PenggunaAII Dana Desa 'I'ahun 20 17; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.17/2017 

tentang Pengelolao;, 'Tmnsfer ke Daemh Dan Dana Desa; 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 [Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2016 Seri A Nomor 10); 

I I. Peratu.ran Bupati Tu ban Nomor 78 Tahun 2016 tentang 

Penje.baran Angganu, Pendape.te.n clan Belanja Daere.h 

Te.bun Anggaran 2017 (Berit.a DMre.h Kabupaten Tuba,n 

Te.bun 2016 Seri A Nomo:r 11); 

12. Peratun,.n Bupati Tuban Nomo,- 82 Tahun 2016 tentang 

Tata. Cara Pembagian Dan Penet.apan R!ncian Dana Desa 

Setiap Desa Di Kabupaten Tuban Te.bun Anggaran 2017 

IBetit& Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E 
Nomor65); 



Menetapkan 

- ' -

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPA1'1 TUBAN NOMOR 82 TAHUN 2016 

TENTANG TATA CARA PEMBAO!AN DAN PENETAPAN 

RINC!AN DANA DESA SETIAP DESA DI KA.8UPATEN TUBAN 

TAHUN ANGGARAN 2017 

..... , 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 82 

Tahun 2016 tentang Tata Cara. Pembagian Dan !'Imel.a.pan 

Rincian Dana Desa Seti11p Deaa Di Kabupatcn Tut.an Tuhun 

Anggaran 2017 (Berita DMrah Kabupaten Tu ban Seri E Nomor 

651, diubah sebagai berikut 

I. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pa...:J 8 berbunyi 

sebagai berikut 

(1) Penyaluran =· °"'" dilakukan meWui 
petnindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Ire 
Relrening Kas Umum Desa oleh BupatL 

12) Penyaluran Dana Desa sebagaimana •Hmaks•in. pada 

ayat (1) dilakukan secara bertahap, 

a. tahap I paling cepat bu.Jan Maret dan paling lambat 

bu]Rn Juli sebesar 60% (enam pu!uh penien); clan 

b. tahap II pada bulan Aguatus sebesar 40% (empat 
puluh persen), 

(3) Pemindahbukuan dari Rekening Ras Umum Da.ecah ke 
Rekening Kas Umun,_ Desa dilakukan paling lama 7 

(tujuh) hari lrerja setelah Dana Desa diterima di 

Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan 

penyaluran telah dipenuhi. 

(4) Penyaluran Dana Deoa dari Relrening Kas Umum 

Daerah ke Rekening 1(11s Umum Desa 11ebagaimaru,. 

d/maks'ld pa.da ayat (3) dllaksanakan setel1th bupati 

tnenerima dokurnen perayaratan penyaluran, dengan 
l«,tentuan sebagai berikut: 
a. tahe.p I berupa, 

I. Peraturan Desa. men~ APBDesa. dari Kepala 

Desa.; dan 



2. laporan ree.lisasi penyerapa.n dan capa.ian oulput 

De.ne. Deea. tahun angge.ran eel>elumnya darl 
Kep,tia. Desa; dan 

b. tahap lI l>en.tpa. laporan realioasi penyerapa.n dan 
cape.ian output Dan.a Desa tahap I tahun l>erkenaan 

dariKepa]e.De .... 
(5) Laporan Realisasi penyerapan dan capeian output Dana 

Desa. taha.p I tahun berkenrum dari Kepa]e. Desa 

~hagaimana dimal«.ud pa.da ayat (4) huruf b, 

menunjukkan rata.-rata ....,,Haasi penyerapan paling 

lrurang eebeaar 75 % (tujuh puluh lima pemenl dan 
rata-rata cape.Jan autput. menunjukke.n paling lrurang 

sebeaar 50% (llma puluh peracn), 

(6) Cap,rle.n output sebagaimans. dimaksud pada ayat (41 

huruf a dan b dihitung l>erdagarkan rata-rata. 
pecsentase capaian OUlput dari seluroh kegiate.n. 

(7) Penyusunan laporan realiaaai penycrapan dan cape.Jan 
output sebe.ge.irnana dimaksud pada ayat (4) dll8.lrukan 

'""'"ai dengan ta.be! referenai data. bidang, kegiate.n, 
sil'e.t kegiatan, uraian 1111tp11t, volwne output, cara 
pcngadaan, clan capeian output. 

(8) Daiam hal ta.be! tefeien,.i data. sebage.ime.na ,Hmak:B•u:l 
pada ayst (7) l>elum memenuhi kebutuhan input data, 

kepala deoa dapat memutakhirkan ta.be! <eferenai data 

dengan mengac-u pa.da peraturan yang diteTbitkan oleh 
kementerie.n/lembaga. terkait. 

(9) Lapomn reallsasi penyerapan dan c,,paJan <mtpu.t 

sebogaimana climalo,ud pa.da ayat (41 dan ta.be\ referensi 

data sebagaimami. dimak&ud pa.da ayat (7) diatur dal&m. 

lamp!ran Peraturan 13upa.ti !ni dan merupakan bagian 
yang tidal< terpieahkan dengan Pemtumn 13upa.ti Ini. 

2. Ketentuan Paaa1 9 e.yat (!) dan ayat (2) diubah; serta. ayat 

(31 dihapus ""hingga. Pasal 9 berbunyi ""baga.i berikut: 

(I) Penggunrum Dana. Desa diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan maayarakat 
ditujukan untuk ,neningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dcsa, peningkate.n kualltas hidup menusia 
&erta. penanggulangan ke,nU,kinan dan dituangkan 

dalain Rencana. Kerja Pemerintah Desa. 



. '. 
(21 Penggunaan dana d"""' sebagaimana dlmaJ<s.,..i. pad.a 

I\YAt (I) mengacu pada. prioritas penggunaan Dana Desa 

yang ditetapkan oleh Menteri °"""• Pembangunan 
D""'8h Tertinl!KW dan Transmigrasi dan dituangkm, 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. 
131 Dihapua 

3. Dlantara Pasal 9 dan Pasal 10 disislpkan 2 (dua) paaai, 

yakni Pasal 9A dan Par,al 9B sehlngge. Pasal 9A dan Pasal 

9B berbunyi sebagai berikut: 

(1) Pelaksanaan keg[atan yang dibiayal dari Dana Desa 

berpedoman pada pedoman teknia yang ditetapkan oleh 

Bupati mengena.i kegiatan yang dibia,yai dari Dana Desa. 

121 Pelaksanaan kegia_tan yang dib!a,yal darl Dana Deea 
d;ntamakl'n dilakukan secara swakelola dengan 

menggunllkan sumber daya/bahan baku loka!, clan 

diupl\Yakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 

dwi masyamkat De.,.. setempat. 

(I) Dana Deoa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

yang tidak lerlnasuk dalam prioritas penggunaan Dana 

D""" sebagaimana dlmakml~ dalam Pasal 9 e,yat (21 

setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk. 

(2) Dalam memberikan pen,etlljuan ""heg,,lmana tlimaksud 

pada ayat (!), Bupati memastlkan Plmgalokasian Dana 

Desa untuk kegiatan yang menjadi prloritas IBlah 

terpenuhi dan/a1.1>.u kegiatan peml;,rmgunan dan 
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. 

(31 Persetujuan .,.bag•ima1"Q dimak1md pada ayat (!) 

diberikan pad&. saat evalua.si rancangan Peraturan Desa 

mengenai APB Desa. 



••• 
4. Ketentuan Pasal 11 diubah r,ehingga l'ual 11 berbunyi 

sebagai berikut: 

...., '' 
(lj Kepala DeM menyaml"'ikan laporan ,.,.aiiaasi 

penyerapan dan capaian <JUtput Dana Desa setiap tahap 
penyaluran kepada Bupati melalui Camat. 

(2) Laporan realisaei penyerapan dan capaian owpt.<t Dana 

Desa eebagaimana dimakoud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. !aporan reall!lruri penyempan Dana Deoa dan capaian 

output tahun anggeran Mbelurnnya; dan 
b. laporan reallsasl penyerapan Dana De"" dan capalan 

oulputtahapl. 

(3) Laporan realloasi penyenpan clan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelurnnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling 
lambat tanggaJ 7 Januari tahun anggaran berjalan. 

(41 Laporan realloasi penyerapan dan eopaian output Dana 

Desa tahe.p I sebagaimana dimah•1d pad.a ayat (2) huruf 

b diMmpsik:an paling lambe.t tanggru 7 Juli tahun 

angganm berjalan. 

(51 Dalam ha] teniapat pemutakhiran capaian output 

seteJal, bat.as waklu penyampaian laporan sebagaimana 

dnnak,,ud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepela Desa dapat 

menyampaikannya pemutakh!ran capaian output 

kepada Bupali untuk ..,laajutnya dilakukan 
pemutakhinm deta pada aplikam, 

(6) Bupati dapat mendorong P'"""~ percepa.tan 

penyampaian laporan reallsasi penyempan Dana Desa 

~bagalmana dimakaud pada ayat (2) dengan 
berkoordJnasi rleagan Kepala [leOQ 

5. Diantara PasaI 11 dan Pa&al 12 disieipkan I (satu) paeal, 

yakni Pasal llA sehingga """81 !IA berln.myi ""bagai 

berikut: 

(!) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas 
sisa Dana De811 di RKD. 

(2) Dala,n ha1 pem.antauan dan evaluasi atas ,.;..., Dana 

Desa di RKD 9t'bagaimaTI.a dirnaksud da.lam ayat Ii) 

ditemukan sisa Dana 0- di RKD lebih dari 30% (tiga 

puluh pen,en), Etupatl meminta: 



. ' . 
a. per,jelaBAn kepada Kepala Desa mengenai Bisa Dana 

Desa di RKD tersebut; dan/ atau 

b. apanu: pengawaa fungsional ~ untulr melaknkan 

pemeriks,rnn 

(3) Sisa Dana Desa di rum Iebih dari 30% (tiga puluh 

persen) ""bagaimana dimakaud pads a,yat ( l I dihitung 

dari Dana. Deaa yang dlterima Desa pada tahun 

anggarm, berkenaan ditambah dengan slsa Dana. Desa 

tahun angsaran sebelumnya.. 
(41 Kepale. Desa wajib menganggerkan kembali sisa Dana 

De,.. eebagaimana dimaksud pads aya.t (2) dalam 

rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya ,..,,uai 
dengan ketentllan peraturan perundang-undangan. 

6. Ketentuan Pasal 12 diubah eehingga Pasa1 12 berbunyi 

sebagai berikut: 

( I) Bupati menunda penyaluran Dana Oesa, dalam hale 

lL Bupati belum menerima Laporan reali.....; 

sebegaimana dirnakaud dalam Pase1 11; 

b. terdapat Sisa Dana Deoa di Rekening Kaa Desa tahun 

anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh 

pernen) ""bagaimaru, dlmakaud dalam pasaJ I IA; 

dan/ata.u 
c. ten:iapat reko~endaai yang diB8Illpaikan oleh aparat 

penga.was fungaiona] di daenili. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Oesa oebagaimena 

dimoksud pads. ayat (11 huruf b dilakukan terhadap 

penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan 
eebesa,- Sisa Dana Pesa di Relrening Kaa Oesa tahun 
angganm sebelumnya. 

(3) Dalam hal Sis& Dana Desa. di Rekenlng Kas Oesa tahun 

anggaran sebelumnya lebih besar dari juml!Ul Dana 
Desa yang akan disalurkan pad.a tahap I, penyaluran 

Dana Desa tahap I tldak dilakukan. 

(41 Diho.pua 

(51 Dalam hal sarnpai dengan bul!m Aguatua tahun 

anggaran berjalan sis& Dana, Desa di RKD tahun 

,mgga.ran aebelumnys. masih Jebih besar dari 30% (rigs. 
puluh persen), penys.lunm Dana Desa yang d!tunda. 

sebagaima.ru, dimaksud pad11. ayat (2) lidak els.pat 

disa.lurkll.n dan menjadi ,risa Dana Desll. di RKUD. 



--- ---- ----
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(61 Dana Desa yang tidak disalurkan scbagaimana 

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diMJ.utkan l=nba!l 

pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagalmana dimakaud pada ayat (I) 

huruf c di&atnpaikan oleh aparat pengawru, fungsional di 

Daemh daJarn hal terdapat potensi alau telah t.erjad_i 

penyimpangan penyaluran <llill/ atau penuunaan Dana 

""~-
(8) Rekomcndruri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

disamJ""Jk:an lrepada Bupati dengan tembuoan lreparla 

Kepala KPPN selaku KPA Penya]uran OAK Ftsik dan 
Dana Desa scbelwn batas waktu tahapem penya]uran 
.,.hegaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

Peraturan Bupati lni mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar oetiap orang mengetehulnya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 

dalam Berita Daemh Ka.bupaten TubM. 

Diundanw<an di Toban 
pada tangga1 , Jun! 2017 

SBKRETARIS DAmRAH 
XAIIUPATEll TUBAl( 

Diretapkan di Tu ban 
peda 9 JUn:i Ml7 

=•n 

BERITA DAER,\H KABUPATEN TUBAN TAHON 2017 SERIE NOMOR 22 
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